BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang, hal ini telah ditetapkan pada
piagam PBB tahun 1948.%) UUD Dasar 1945 Pasal 28H ayat satu juga menyatakan
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.® Salé'h .satu‘ upaya “pemerinta'h dalam memenuhi hak warga
negara untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal adalah dengan
dibangunnya puskesmas, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Puskesmas sebagai
unit pelayanan terdepan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang
sehingga memberikan daya ungkit terhadap derajat kesehatan.)

Berbicara tentang kesehatan; tentu tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan
kesehatan. Biaya merupakan pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang
dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan member manfaat
saat sekarang atau dimasa akan datang bagi organisasi.® Biaya kesehatan semakin
mahal karena inflasi yang sangat tinggi setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1997.
Hal ini menambah beban biaya kesehatan yang berasal dari pemerintah sehingga
diperlukan rasionalisasi tarif puskesmas agar pemberian subsidi oleh pemerintah
dapat tepat sasaran. Trisnantoro menyatakan bahwa tarif puskesmas biasanya
ditetapkan melalui suatu peraturan pemerintah yakni dalam bentuk surat keputusan
atau peraturan daerah. Hal ini menunjukkan adanya kontrol ketat dari pemerintah
sebagai pemilik sarana pelayanan kesehatan tersebut, akan tetapi disadari bahwa tarif

pemerintah biasanya mempunyai cost recovery yang rendah.®



Menyadari kemampuan pemerintah yang terbatas untuk mengatasi semua
masalah yang dihadapi terutama masalah pembiayaan, disamping dalam UU
kesehatan yang menekankan mengenai perlunya peranan pemerintah dan masyarakat
yang seimbang dan serasi, maka perlu dilakukan upaya-upaya agar kualitas
pelayanan kesehatan khususnya pelayanan puskesmas dapat meningkat dengan
menghitung unit cost menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) sehingga
diketahui total cost yang dibutuhkan oleh puskesmas.®

Puskesmas merupakan suatu unit-pelayanan fungsional yang fungsi utamanya
adalah pelayanan kesehatar.l' ti.ngkét pertaﬁna. Progfam dan upaya kesehatan yang
diselenggarakan oleh Puskesmas merupakan program pokok (public health essential)
yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.®

Penetapan tarif yang rasional yyang diterima oleh Puskesmas sangat diperlukan
karena hal tersebut berhubungan langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan
pada pasien yang menggunakan jasa puskesmas yang bersangkutan. Adanya tarif
yang rasional tersebut akan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu
pengunjung dan penyedia jasa layanan Puskesmas.® Oleh sebab itu, analisis unit cost
diperlukan untuk mengetahui.berapa tarif yang rasional yang seharusnya ditetapkan
oleh Puskesmas agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.”) Selain itu,
analisis unit cost ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan
anggaran kesehatan. Analisis unit cost menggunakan metode Activity Based Costing
(ABC) penting dilakukan karena disamping dapat meningkatkan cost recovery
dengan tetap mempertahankan equity, juga memberikan input kepada pemerintah

daerah terhadap besaran subsidi yang seharusnya diberikan kepada puskesmas.®



Berdasarkan penelitian Muhammad Marzuki Ridwan pada tahun 2015 yang
berjudul Evaluasi Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap di
Puskesmas Ciptomulyo Kota malang, didapatkan bahwa biaya yang dikeluarkan
untuk memproduksi setiap tindakan pelayanan kesehatan melebihi tarif retribusi yang
dikenakan pemerintah atas setiap tindakan pelayanan kesehatan tersebut. Tetuko
Onny Putra Harsetyanto pada tahun 2015 juga menemukan bahwa formulasi unit
cost dengan menggunakan activity based costing system menghasilkan unit cost yang
sangat bervariasi mulai Rp20.982,00 pada pelayanan kamar rawat inap sampai
dengan Rp742.040,00 padé' beIaYanan késehatan KIA dan PONED. Pemerintah
Daerah Kabupaten Ngawi melalui Puskesmas Padas memberikan subsidi terhadap
pelayan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari Rp10.982,00 sampai
dengan Rp512.040,00. Subsidi tersebut berupa gaji pegawai, persediaan dan belanja
modal aset tetap yang sampai saat ini masih menjadi tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Ngawi.® 7

Pemerintah = Kabupaten Solok menganggarkan dana untuk pembiayaan
kesehatan (termasuk - gaji) sebesar Rp 73.791.228.983,00 dari total Rp
1.067.913.481.149,00 APBD Kabupaten Solok tahun 2015. Atau hanya sekitar 6,9 %
dari total APBD. Sedangkan Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009
mengamanatkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah  provinsi,
kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Sumber pembiayaan puskesmas adalah dari dana alokasi umum (DAU), dana
kapitasi JKN, serta bantuan operasional kesehatan (BOK). Pada tahun 2016, dana
pembiayaan puskesmas dianggarkan sebesar Rp 6.023.833.372,00 dari DAU, Rp

15.808.075.430,00 dari dana kapitasi JKN, dan Rp 4.263.930.000,00 dari dana



BOK. Sedangkan realisasi penggunaan DAU adalah sebesar Rp 5.566.717.296,92,
dan penggunaan dana BOK Rp 3.255.562.82,00 pada tahun 2016.

Puskesmas Talang Babungo merupakan salah satu dari 18 puskesmas yang ada
di Kabupaten Solok. Puskesmas ini adalah puskesmas non rawatan, yaitu puskesmas
yang tidak memiliki fasilitas rawat inap serta belum terakreditasi. Namun demikian,
puskesmas ini memiliki fasilitas IGD 24 jam. Meskipun fasilitas di puskesmas ini
masih terbatas, puskesmas yang terletak di Kecamatan Hiliran Gumanti ini memiliki
wilayah kerja yang cukup besar yaitu 264 km?, yang terdiri dari 3 nagari dan 20
jorong, dengan jumlah pe'nd.udljk 16.985jiWa.(8’ )

Jumlah kunjungan rawat jalan di puskesmas Talang Babungo pada tahun 2016
adalah 8.529 kunjungan, yang terdiri dari 3.764 kunjungan oleh pasien laki-laki dan
4.765 kunjungan oleh pasien perempuan. Angka ini menurun jika dibandingkan
dengan angka kunjungan pada’ tahun 2015 yaitu 9.846 kunjungan. Kunjungan
terbanyak terdapat pada unit pelayanan rawat jalan.
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Pengeluaran Puskesmas Talang Babungo pada tahun 2016 adalah sebesar Rp
Rp 321.992.984,00 dari dana DAU, Rp 746.095.412,00 dari dana kapitasi JKN dan
Rp 209.369.000,00 dari dana BOK. Sedangkan pemasukan puskesmas dari
kunjungan pasien non BPJS, pemeriksaan calon pengantin, pembuatan surat
keterangan kesehatan, surat keterangan kelahiran, dan lain-lain adalah sebesar
Rp29.360.000,00. Dana ini seluruhnya disetorkan ke pemerintah daerah sebagai PAD
(Pendapatan Asli Daerah).

Puskesmas Talang Babungo saat-ini-menerapkan tarif yang ditetapkan oleh
Peraturan Daerah Kabupate.n' S.olok‘ No 4 fahun 2014. Di dalam perda ini dinyatakan
tarif untuk rawat jalan adalah sebesar Rp 7.500,00 apabila ditangani oleh bidan dan
Rp 15.000,00 bila ditangani oleh dokter. Tarif surat keterangan kelahiran adalah Rp
15.000,00, tarif surat keterangan sehat pelajar sebesar Rp 10.000,00, tarif surat
keterangan sehat untuk umum Ssebesar Rp 15.000,00 dan tarif catin sebesar Rp
30.000,00. Tarif untuk rawat jalan, sudah mencakup seluruh biaya termasuk
konsultasi, bahan habis pakai dan obat jika ada. Tarif ini jauh lebih kecil jika
dibandingkan dengan biaya di praktik dokter yang biaya konsultasinya bisa Rp
25.000,00, Rp 50.000,00 bahkan lebih. Biaya ini belum termasuk biaya obat.

Berdasarkan wawancara-awal dengan staf Dinas 'kesehatan Kabupaten Solok
diketahui bahwa saat ini sedang dirancang draft peraturan baru untuk mengganti
Perda No 4 tahun 2014 karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.
Penetapan tarif biasanya dilakukan dengan rapat bersama pihak-pihak terkait di
Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, dengan mempertimbangkan pemasukan dan
pengeluaran tahun-tahun sebelumnya, serta besaran tarif di kabupaten lain. Besaran
tarif ini selalu berubah-ubah dan penetapannya dilakukan tanpa memperhitungkan

unit cost dan biaya sebenarnya yang dihabiskan untuk satu kali pelayanan.



Analisis unit cost dengan menggunakan metode ABC ini akan memberikan
informasi penting mengenai tarif rasional dalam hal ini tarif untuk rawat jalan
puskesmas Talang Babungo. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok maupun puskesmas
Talang Babungo belum pernah melakukan analisis biaya dengan menggunakan
metode ini sebelumnya. Selain itu, dengan membandingkan hasil yang diperoleh
dengan tarif yang diterapkan saat ini, maka bisa diketahui apakah tarif yang
diterapkan saat ini wajar atau tidak, serta seberapa besar subsidi yang diberikan
pemerintah untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas.

Berdasarkan hasil diafas, .mak‘a penul“is tertarik Untuk melihat lebih jauh tentang
bagaimana analisis unit cost pelayanan rawat jalan di Puskesmas Talang Babungo

Kabupaten Solok pada tahun 2016.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimana analisis unit cost pelayanan rawat jalan di Puskesmas Talang

Babungo Kabupaten Solok Tahun 2016.

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Menganalisis unit cost pelayananan rawat jalan di Puskesmas Talang Babungo

pada tahun 2016.
1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui biaya tidak langsung pada pelayanan rawat jalan di Puskesmas

Talang Babungo pada tahun 2016.
2. Mengetahui biaya langsung operasional pada pelayanan rawat jalan di

Puskesmas Talang Babungo pada tahun 2016.



3.

Mengetahui biaya langsung pasien pada pelayanan rawat jalan di Puskesmas
Talang Babungo pada tahun 2016.

Mengetahui unit cost pelayanan rawat jalan di Puskesmas Puskesmas Talang
Babungo pada tahun 2016 dengan metode Activity Based Costing.
Membandingkan besar biaya pelayanan rawat jalan di Puskesmas Talang
Babungo yang ditetapkan oleh Perda No 4 tahun 2014 Kabupaten Solok
dengan besar biaya yang diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan
metode Activity Based Costing—untuk mengetahui besar subsidi yang

diberikan pemerintah'.

1.4 Manfaat Penelitian

1.

2.

3.

Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, diharapkan dapat
menjadi bahan rujukan dalam pengembangan penelitian lanjutan ilmu
kesehatan masyarakat mengenai analisis unit cost pelayanan rawat jalan di
puskesmas.

Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam menetapkan tarif pelayanan rawat jalan di puskesmas.
Bagi peneliti, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan

peneliti serta dapat menganalisis penetapan biaya rawat jalan di puskesmas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.

2.

Ruang Lingkup Waktu
Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli — Agustus 2017
Ruang Lingkup Tempat

Puskesmas Talang Babungo, Kabupaten Solok



3. Ruang Lingkup Materi
Materi penelitian dibatasi pada penetapan biaya rawat jalan di Puskesmas

Talang Babungo Kabupaten Solok pada tahun 2016.
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